
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

 NOMOR 7 TAHUN 2006 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA 

 CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SRAGEN 

   

Menimbang :  a.    bahwa dalam rangka untuk meningkatkan upaya perlindungan anak 

dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan untuk 

mendapatkan akta kelahiran, bagi anak yang berusia 0 (nol) sampai 

dengan 60 (enam puluh) hari tidak dipungut biaya/retribusi; 

b.  bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka retribusi akta 

kelahiran sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan 

Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 

2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang sudah tidak relevan 

lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan; 

c.   bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2000 tentang 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 

Nomor 3685); 

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4235); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor   4437); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   

4437); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 

119);  

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang 

Biaya Pelayanan Catatan Sipil; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencataan 

Sipil di Daerah. 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2000 

tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 

Tahun 2000 Nomor 12 Seri B Nomor 01, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 25 Seri B Nomor 

01); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 

Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 37 Seri C Nomor 3). 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

dan 

BUPATI SRAGEN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 12 

TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA 

CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN 

SIPIL 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 

2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 

2000 Nomor 12 Seri B Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 25 Seri B Nomor 01) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian 

Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Lembaran 

Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 37 Seri C Nomor 3)  

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen; 

3. Bupati adalah Bupati Sragen; 

4. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia 

maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam 

wilayah Negara Republik dan telah memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah 

kartu sebagai tanda bukti diri yang sah bagi setiap penduduk 

dalam wilayah Kabupaten Sragen dan telah berumur 17 tahun 

dan atau pernah/telah kawin; 

6. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan 

lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, 

kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak 

dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor 

Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dokumen negara; 

7. Akta Catatan Sipil meliputi Akta kelahiran, Akta perkawinan, 

Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta 

Perubahan/Ganti Nama dan Akta Kematian dan Kutipan Akta 

Kedua yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan 

Sipil; 
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8. Kutipan kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil 

yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kantor 

Kependudukan dan Catatan Sipil karena kutipan akta yang 

asli/pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan 

Surat Keterangan dari Pihak yang berwajib; 

9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi  atas jasa yang disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan 

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau badan; 

10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan 

Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi; 

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau 

pemotong retribusi tertentu; 

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi  untuk 

memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan Akta 

Catatan Sipil; 

13. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat 

disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan 

besarnya retribusi yang terutang; 

15. Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya 
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dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi 

daerah; 

16. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang 

diberikan. 

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: 

NO JENIS RETRIBUSI WNI WNA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Kartu Tanda Penduduk 

Akta Kelahiran 

Akta Perkawinan 

Akta Perceraian 

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 

Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) 

Akta Perubahan/Ganti Nama 

Akta Kematian 

Kutipan Akta Kedua 

5.000 

12.500 

35.000 

60.000 

60.000 

60.000 

15.000 

5.000 

15.000 

10.000 

30.000 

70.000 

120.000 

120.000 

100.000 

30.000 

10.000 

35.000 

 

(3) Khusus pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) angka 2 bagi anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 

60 (enampuluh) hari tidak dipungut retribusi.  
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3. Ketentuan Pasal 17 diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 17 

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala 

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen. 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan 

oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah. 

 

4. Ketentuan Bab XVII  Pasal 20 dihapus.   

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Sragen. 

 

 

Ditetapkan di Sragen 

pada tanggal 

BUPATI SRAGEN 

 

Cap Ttd 

 

UNTUNG WIYONO 

 

Diundangkan di Sragen 

pada tanggal 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, 

 

 

Cap Ttd 
 

 

KUSHARDJONO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 

NOMOR              SERI             


	Dengan Persetujuan Bersama
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

